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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 8 Tahun 2009;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun
2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
Masyarakat dilingkungan Departemen Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun
2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik
Pejabat Pengawas Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas
Laporan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun
2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan
Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun
2013 tentang Kebijakan Pengawasan  atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2012;

Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto;



Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN
PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.

3. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan
prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan
dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
daerah.

4. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk
menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara
efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2014 untuk:

a. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh
Inspektorat  Jenderal Kementerian/Inspektorat
Utama Lembaga Pemerintah Non Lementerian,
Inspektorat Provinsi; dan

b. Meningkatkan penjaminan mutu atas
penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan
masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas
Intern Pemerintah (APIP).

Pasal 3

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi
arahan dalam melaksanakan pengawasan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan
oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto.



Pasal 4

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 meliputi pengawasan pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib dan
pilihan.

Pasal 5

Inspektorat Kabupaten Mojokerto melakukan

pengawasan terhadap :

a. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;

b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan
pemerintahan desa; dan

c. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 6

Uraian kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3, untuk tahun 2014 tercantum dalam
Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam
Peraturan Bupati ini

Pasal 7

(1) Wakil Bupati Mojokerto bertanggung jawab atas
pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang
dilakukan oleh kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD).

(2) Wakil Bupati Mojokerto memerintahkan kepada
Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan
penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil
pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan
Negara/Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60
hari kalender.

(3) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait
indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah tidak
diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender, Wakil
Bupati memberikan penilaian terhadap kepala SKPD
untuk disampaikan kepada Bupati Mojokero sebagai
bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Pasal 8

Bupati Mojokerto melaporkan pelaksanaan pengawasan
atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di daerah
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa
Timur.









